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MENTER! NEGARA 

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

PERAT.URAN 
. 

. 

MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

· NOMOR : 08/Per/M.KUKM/11/2007
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO (P3KUM ) POLA KONVENSIONAL 

' 
. 

MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk
memperkokoh permodalan koperasi serta
mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu
mengembangkan program perkuatan permodalan
koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja;

b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk
pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui
Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha
Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;

c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana
bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis

1 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN



KE
MEN

KO
P-

UK
M

MENTER! NEGARA 

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

. PERAT,URAN 

MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR . : 08/Per/M.KUKM/11/2007 

TENT.ANG 

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN 

USAHA Mll<RO (P3KUM ) POLA KONVENSIONAL 

MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk

memperkokoh permodalan koperasi serta

mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu

mengembangkan program perkuatan permodalan

koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan

kesempatan kerja;

b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk

pengentasan kemiskinan dan p�rluasan kesempatan

kerja perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui

Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha

Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;

c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana
ibergulir sebagaimana dimaksud huruf ' b, perlu

. menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

• Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis
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Mengingat: 

Program Pembiay aan Produktif Koper asi dan Usaha

Mikro (P3KUM ) Pola Konvensional. 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembara� Negara RI Tahun 1992 Nomor:

116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

(Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor: 74, Tambahan

Lembaran Negara Nomor: 3611 );

3. Undang-undang Norrior 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor:

4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004

nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4421);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Us;ciha Simpan Pinjam

oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor 19

: Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3591};

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan

Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor :

46, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3743);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran

Negara RI Tahun 2005 Nomor: 48, Tambahan Lembaran

Negara Nomor : 4502);
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9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

2004 Tentang Perubahan Alas Keputusan Presiden Nomor
42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2005 tentang Perubahan Alas Peraturan Pres id en Nomor :

9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2006 tentang Pake! Kebijakan Perbaikan lklim lnvestasi.

12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehalan

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/Xll/1998

tentang Petunjuk PelaKsanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam Oleh Koperasi.

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menerigah Republik Indonesia Nomor

03/Kep/Meneg/1/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari

Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.

15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan _Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/Xll/2001 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara

· Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan

Menleri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nomor: 19.2/Per/M.KUKMNlil/2006;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

12/PMK.06/2005 tenlang Pendanaan Kredit Usaha Mikro

dan Kecil;
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17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKMNlll/2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana

Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

MEMUTUSKA� 

Menetapkan PERATURAN MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN 

USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL 

BAB.I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola

Konvensional yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan

Pemerintah yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan KSP/USP­

Koperasi untuk mengembangkan usaha mikro anggota koperasi dengan

menggunakan dana bergulir konvensional dalam rangka mengurangi

kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.

2. Dana bergulir adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan

dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk

memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha

produklif, dan selanjutnya digulirkan kepada Koperasi lainnya, yang persyaratan

dan !ala caranya diatur dalam peraturan ini.

3. Pola konvensional adalah model pengembangan permodalan Koperasi, yang

pengelolaan dan pelayanannya rnempergunakan perhitungan berdasarkan

tingkat suku bunga;
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• 4. Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga

Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi, yang 

memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,­

(seratus juta rupiah) per tahun. 

5. Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari KSP/USP­

Koperasi µeserta program kepada KSPiUSP�Koperasi lainnya yang memenuhi

syarat.

6. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka

oleh KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk

menampung transfer dana dari APBN kepada KSP/USP-Koperasi peserta

program.

7. Rekening Cadangan Pembinaan adalah rekening tabungan yang dibuka oleh

KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Ba.nk pelaksana untuk menampung

pembayaran/setoran dana pembinaan · sebesar 2% per tahun dari pokok

pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan

antara lain untuk jasa audit koperasi serta pembinaan organisasi dan usaha

koperasi.

8. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening alas nama KSP/USP­

Koperasi Peserta Prog;-am pada Bank pelaksana yang digunakan untuk

menampung pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dialihkan

dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru kepada KSP/USP­

Koperasi lainnya.

9. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang

kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

10. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit

usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian

dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah

(otonom).

11. Kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan

alas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana

pengelolaan dana bergulir. t
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12. Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang niasyarakat serta wilayah1;ya

relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari

persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam

bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan

ketenaga kerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

13. Daerah bencana adalah daerah yang terkena bencana alam yang disebabkan

oleh peristiwa alam diluar dugaan dan_ 'daya kemampuan manusia, dan

menimbulkan korban, kerugian, renderitaan hidup dan kehidupan.

14. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.

15. Oeputi adalah Oeputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah.

16. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/O1 yang selanjutnya

disebut Dinas/Badan Provinsi/DI adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program pada

Provinsi/O1.

17. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang

, selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan Program 

pada Kabupaten/Kota. 

18. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu

rnenyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana

tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana.

19. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi non eselon

di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :

i9.4/Per/M.KUKMNlll/2006.
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Tujuan Program adalah 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 2 

a. memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KSP/USP­

Koperasi;

b. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen

usaha dan pengelolaan keuangan;

c. memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya

perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran Program adalah 

Bagian Ketiga 

Sasaran 

Pasal3 

a. tersalurnya dana bergulir kepad2 1 (sc:tu) KSP/USP-Koperasi yang memenuhi

syarat di setiap kecamatan;

b. tersalurnya dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikm

anggotanya yang mempunyai usaha produktif;

c. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro yang bergerak dibidang

pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, industri kerajinan/industri rumah

tangga, pedagang kaki lima, warung-warung kecil yang disalurkan oleh

KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman;

d. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KSP/USP-Koperasi dan

peningkatan kemampuan manajemen usaha;

e. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikro

anggotanya dan dari KSP/USP-Koperasi ke·pada KSP/USP-Koperasi lainnya

dalam rangka pengembangan usaha mikro;

f. terlaksananya program perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi melalui

pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan,

pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha

ekonomi produktif masyarakat.
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BAB II 

PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM 

Bagian Kesatu 

Persyaratan KSP/USP-Koperasi 

Pasal4 

(1) KSP/USP-Koperasi calon peserta program wajib memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. KSP dan USP-Koperasi primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum

dengan melampirkan Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan

oleh Pemerintah.

b. Koperasi primer Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan

Pinjam dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. , memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang usaha mikro.

d. telah melaksanakan Ra pat Anggota Tahunan (RAT) pad a tahun huku terakhir.

e. KSP/USP-Koperasi yang belum pernah rnenerima perkuatan permodalan yang

berasal dari Program Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

f. mengajukan usulan kelayakan usaha kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan informasi data

kelembagaan, keragaan usaha dan laporan keuangan KSP/USP-Koperasi 1

(satu) tahun tcrakhir.

(2) Menteri dapat menetapkan KSP/USP-Koperasi yang belum memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSP/USP-Koperasi yang berada di

daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam atau KSP/USP­

Koperasi yang dinilai mempunyai peran strategis pa_da daerah tertentu.

8 



KE
MEN

KO
P-

UK
M

Bagian Kedua 

Persyaratan Usaha Mikro 

Pasal5 

Usaha mikro calon peminjam dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi wajib memenuhi 

persyaratan sebagai berikut 

a. telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP-Koperasi.

b. mempunyai usaha produktif.

c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.

d. mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai

kebutuhan.

e. mendapat persetujuan dari pengurus KSP/Pengelola USP-Koperasi.

BAB Ill 

SELEKSI DAN PENETAPAN KSP/USP-KOPERASI 

GALON PESERTA PROGRAM 

Pasal 6 

Seleksi dan penetapan KSP/USP-Koperasi calon 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

peserta program dilakukan 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota

memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi

program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor

Dinas/Badan K�bupatGn/Kota;

b. KSP/USP-Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan

melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha

koperasi dengan menggunakan formulir sebagpimana contoh pada lampiran

10 peraturan ini;
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c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan

seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KSP/USP-Koperasi calon peserta

program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1

peraturan ini.

d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota

menetapkan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi yan'.J memenuhi syarat sebagai

peserta program sebagaimana contoh pada lami:;iran 2 peraturan ini.

e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota

menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon

peserta program kepada Pemerintah Provinsi/D1 melalui Dinas/Badan

Provinsi/DI;

f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan

pengecekan/verifikasi atas KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota

sebagaimana contoh pada lampiran 13 peraturan ini.

g. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menyampaikan

nama-nama KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota kepada iv1enteri

melalui Deputi untuk diusulkan sebagai peserta program, dengan

melampirkan per.etapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi sebagaimana

dimaksud pada huruf e.

h. KSP/USP-Koperasi calon peserta program sebagaimana dimaksud pada

huruf g ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh

Menteri.

i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama

dan alamat KSP/USP-koperasi, nomor dan tanggal keputusan pengesahan

akte pendirian KSP/USP-koperasi, tahun anggaran dan jumlah dana yang

dialokasikan.
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BABIV 
STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN 

PEMANFAATAN DANA BERGULIR 

Bagian Kesatu 
Status Dana 

Pasal 7 

Dana bergulir yang diberikan dari Program merupakan pinjaman kepada KSP/USP­

Koperasi dan dibukukan sebagai hutang jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun. 

Bagian Kedua 

Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Dana Bergulir 

Pasal 8 

Tata cara pencairan dana bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan 

sebagai peserta program diatur sebagai berikut : 
' 

a. KSP/USP-Koperasi peserta program yang akan menerima dana bergulir wajib

menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana

se!aku kuasa Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

b. KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuka 3

(tiga) Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank

Pelaksana, yang terdiri dari

1) Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer

dana bergulir;

2) Rekening cadangan pembinaan, untuk menampung pembayaran

kewajiban sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk

pembinaan internal koperasi termasuk pelaksanaan audit.

3) Rekening Pengembalian Dana Bergu!ir, untuk menampung angsuran

pokok dana bergulir sebesar 10% Xsepuluh perseratus) yang diambil

dari bagian kewajiban _koperasi sebesar 16% (enambeias perseratus).
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c, Ketiga Rekening sebagaimana dimaksud huruf b dibuka atas nama/diwakili 
oleh: 
1). Untuk KSP diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi 

Simpan Pinjam. 
2). Untuk USP-Koperasi diwakili oleh : Ketua dan Bendahara Koperasi 

scrta Manajer USP-Koperasi. 
d. Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan usulan pencairan

dana bergulir kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang
disampaikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas/Badan Provinsi dengan
melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu
1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KSP/USP-Koperasi

peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian
N�gara Koperc:si dan UKM · melalui Pejabat Pembuat·· Komitmen (P2K)
Deputi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran
3 peraturan ini.

2)' Serita acarn penarikan dana oleh pengurus KSP/USP-Koperasi peserta 
program yang diketahui Dinas/Badan Kabupaten/Kota . dengan 
menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 4 peraturan ini. 

3) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, serta
Ketua dan iv1anajer USP bagi USP-koperasi, yang diketahui oleh
Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada lampiran 5 peraturan ini.

4) Fotocopy 3 (tiga) buku tabungan· alas nama KSP/USP-Koperasi peserta
program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk
yang berisi nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana
yang terdiri ctari :
a) rekening penampungan dana bergulir;
b) rekening cadangan pembinaan;
c) rekening pengembalian dana bergulir.

5) Rencana penyaluran dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada
anggotanya, dengan dilampiri dafta; nama anggota yang akan
memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan
dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 6
peraturan ini.
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6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten/Kota
melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota atas hasil seieksi peserta program

yang diusulkan kepada Menteri melalui Pemerintah Provinsi/01 dengan
menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini.

7) Surat pernyataan bertanggung jawab dari pengurus KSP/USP-Koperasi
atas penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan
oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya dengan menggunakan
formulir sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini.

8) Surat pernyataan dari µengurus KSP/USP-Koperasi untuk bersedia

dilakukan . pengawasan/audit, baik oleh auditor independen maupun

Koperasi Jasa Audit dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh

pada lampiran 9 peraturan ini.

9) Profil KSP/USP-Koperasi yang berisi data kelembagaan, keragaan usaha,

serta data keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh

pada lampiran 10 peraturan ini.

10) Surat kuasa dari pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada

Bank pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening pengembalian

dana bergulir guna dialihkan kepada LPDB-KUMKM atau kepada

KSP/USP-Koperasi lainnya apabila ternyata KSP/USP-Koperasi peserta

tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dcma bergulir

berdasarkan Keputusan Menteri dengan menggunakan formulir

sebagaimana contoh pada lampiran 11 peraturan ini.

e. Atas dasar surat permohonan pencairan dana dari KSP/USP-Koperasi

peserta program, selanjutnya P2K Deputi melakukan verifikasi kelengkapan

administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

ditujukan kepada KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (SPM).

f. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian

Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari

masing-masing KSP/USP-Kopcrasi. Selanjutnya KPA melalui Pejabat (:enguji

dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah

Membayar Langsung/SPM-LS Kepada Kantor Pelayanan dan

Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur

dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen

Keuangan Republik Indonesia.
13 
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- g. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN . me11_efbitkan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) 
dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP­
Koperasi pad::: Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam 
jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana 
bergulir KSP/USP-Koperasi. 

Bagian Ketiga 

Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir 

Pasal 9 

KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan pencairan dana bergulir dari 
Je_�ening penampungan yang ada di Bank pelaksana, deng�n melampirkan 

. _, •." 

a. Surat permohonan pencairan yang 
0

diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan _ menggunakan formulir
s�bagaimana contoh pada lampiran 12 peraturan ini.

b_ Daftar. usulan kebutuhan anggota KSP/USP-Koperasi peserta program yang 

ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan, diketahui oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota_ 

c_ Foto copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi peserta program pemohon 

pinjaman antara iain : KTP, SIM atau Kartu Anggota KSP/USP-Koperasi peserta 

program_ 
Pasal 10 

(1) Dana bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi peserta program,

seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal usaha
produktif.

(2) Penya!uran pinjaman modal kerja kepada anggota KSP/USP-Koperasi peserta
program maksimum sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per anggota,

sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KSP/USP­
Koperasi.

(3) Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh KSP/USP-Koperasi peserta
program harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersendiri).

14 
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BABVI 

PENGALIHAN DANA BERGULIR DAN 

PENYALURAN DANA BERGULIR BARU 

Bagian Kesatu 

Pengalihan Dana Bergulir 

Pasal 13 

(1) Dana bergulir yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi peserta program, dapat

ditarik kembali dan dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila

KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri.

(2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), KSP/USP-Koperasi peserta progr;:Jm yang bersangkutan wajib

mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan

· jum!ah dana bergulir yang telah dikembalikan.

(3j Dana bergLilir yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

9itampung daiam Rekening Pengembalian Dana Bergulir. 

(4) Pengalihan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program lainnya

ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi.

(5) Deputi menetapkan Keputusan Pengalihan Dana Bergulir sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI

melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.

(6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat

dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. .-

Bagian Ketiga 

Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir 

Kepada LPDB-KUMKM 

Pasal 14 

(1) Pengalihan pengelolaan d..:na bergulir yang berasal dari rekening

pengembalian dana bergulir atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program

kepada LPDB-KUMKM ditelapkan dengan Keputusan Menteri.
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(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM diatur

I 

I 

dengan Peraturan Direktur Utama LPDB-KUMKM.

BAB VII 
BANK PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Penetapan Bank Pelaksana 

Pasal 15 

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri yang kewerJangan, hak 
dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian 
Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya 
dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Tugas dan T::inggung Jawab Bank Pelaksana 

Pasal 16 

Bank Pe!2ksana ,71empunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a memfasilitasi pembukaan 3 (tiga) jenis rekening tabungan yang terdiri dari : 
1). Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana

bergulir. 
2). Rekening Cadangan Pembinaan, untuk menampung pembayaran jasa 

sebesar 2% {dua perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal 
koperasi dan jasa audit. 

3). Rekening Pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok 
dana bergulir. 

b. membukukan dana bergulir yang diterima KSP/USP-Koperasi peserta program
dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening 
penampungan dana berguli� masing-masing KSP/USP-Koperasi peserta 
program, yang jumlah nominalnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam 
Keputusan Deputi tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi Peserta 

17 
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-c. menyalurkan dana bergulir alas permintaan pencairan dari KSP/USP-Koperasi 

peserta program yang dilampiri dengan daftar usulan kebutuhan anggota, dan 

diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan 

Kabupaten/Kota. 

d. membantu terlaksananya pengalihan dana bergulir sebagaimana diatur dalam

f'asal 12.

e. membantu terlak!'lananya penyaluran dana bergulir baru sebagaimana diatur

dalam Pasal 13.

f. memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan

pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KSP/USP-Koperasi peserta l)rogram

secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah

melaksanakan penyaluran dana bergulir .

g. melakukan evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program dengan

berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Nomor 03/Kep/Meneg/1/2001 tanggal 16 Januari 2001

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil

Pengurangan Subsidi BBM Terarah.

h. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi mengenai realisasi

penyaluran dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program selambat­

lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir.

i. menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Menteri melalui Deputi

berupa laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir,

evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi, serta memberikan saran­

saran/rekomendasi alas pelaksanaan program dengan tembusan kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.

j. menunjuk 1 (satu) orang petugas khusus yang bertanggung jawab memberikan

pendampingan dalam pelaksanaan program yang meliputi bimbingan dan

konsultasi administrasi pengelolaan dana bergulir serta membuat daftar

kunjungan petugas ke KSP/USP-Koperasi peserta program atas pelaksanaan

kegiatan.
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BAB VIII 

ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM 

Pasal 17 

Organisasi pelaksana program terdiri dari 

(1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM;

(2) Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.

Pasal 18 

(1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan

kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksariaan program;

melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank

Pelaksana; menampung dan meni!ldak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta

tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebag;::imana dimaksud ayat (1), Menteri dapat

membe11tuic Kelonif-'ok Kerja Dana Bergulir Pusat, yang dipimpin oleh Deputi dan

beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan

UKM dan lnstansi yang terkait.

Pasal 19 

(1). Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas: 

a. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program

di wilayah masing-masing sesuai Petunjuk Teknis;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing­

masing;

c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan Pemerintah

Kabupaten/Kota hielalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang ditunjukkan

dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur atau Kepala Dinas/Badan tentang Penetapan Usulan Galon

PPrs:s,rt:a Pmnrnm Tinok;,t Provinsi/DI.
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d. mengusulkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program

kepada Deputi;

e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran dana

bergulir;

f. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan

pelaksanaan program;

h. menamp:.mg dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;

i. menghimpun dan mengolah laporan perkembangen pelaksanaan dana

bergulir untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada

Menteri melalui Deputi.

j. meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program

yang meliputi peningkatan kualitas Sumber · Daya Manusia (SOM),

penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.

(2) Dalam melaks_anakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat

membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi/0I, yang dipimpin oleh

Kepala DinasiBadan Provinsi/Di dan beranggotek3n unsur-unsur di lingkungan

Dinas Provinsi/0I dan lnstansi terkait.

Pasal 20 

(1). Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas: 

a. melaksanakan sosialisasi Program kepada KSP/USP-Koperasi di wilayah

kerja masing-masing;

b. mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program;

c. melakukan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh KSP/USP­

Koperasi;

d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KSP/USP-Koperasi

calon peserta program, dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan yang

membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;

e. menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program t

kepada Pemerintah Provinsi/01 melalui Dinas/Badan Provlnsi/0I;

f. menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi peserta

pro\:]ram dan Bank pelaksana;
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g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan
dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program;

h. melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari KSP/USP­
Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSPiUSP-Koperasi

lain;
i. membantu pelaksanE;an dan memantau penyaluran dana bergulir baru;

J- menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;

k. melaksanakan monitoring , evaluasi dan pengendalian alas pelaksanaan

program;

I. melaporkan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir

setiap triwulan kepada BupatiMlalikota dan Pemerintah Provinsi/DI
melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dengan tembusan . kepada Menteri

melalui Deputi;
m. meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta

program yang meliputi peningkatan kualitas SOM, penyiapan manual dan

sistem beserta penyediaan anggarannya;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), BupatiMlalikota

dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Kabupaten/Kota, yang

dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingl<Lingan Dinas

Kabupaten/Kota dan lnstansi terkait.

BAB IX 

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM 

Bagian Kesatu 

Monitoring dan Evaluasi 

Pasal21 

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. KSP/USP-Ko�erasi peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada

Menteri melalui Deputi dengan tembusan Dinas/Badan yang membidangi

Koperasi dan UKM Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan

setelah dana dari KPPN masuk kedalam r!:!kenin!'.l penampun!'.lan dana bergulir.
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b. Bank Pelaksana melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran

serta pemanfaatan dana bergulir kepada Menteri melalui Deputi;

c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dana bergulir

secara berkala kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI

dan Deputi:

1) Realisasi penyaluran Dana Bergulir;

2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KSP/USP­

Koperasi peserta program;

3) Hasil evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilaporkan

oleh Bank Pelaksana;

4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah

Perjanjian Kerjasama;

5) Perkembangan peiaksanaan Program.

d. Pemerintah Provir.si/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI mengkoordinasikan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan hasilnya

kepada Menteri melalui Deputi;

Bagian Kedua 

Pengendalian 

Pasal22 

(1) rengendalian pelaksanaan program dilaksanakan meialui upaya pembinaan

dan pencegahar, ierhc1dap pe11yinipangan penyelenggaraan program.

(2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi/DI melalui

Dinas/Badan Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui

Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka

pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koper�si

peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SOM, penyiapan manual

dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
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· (3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap

penyimpangan program melalui : 

a. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan

pembataian sebagai peserta program dana bergulir kepada KSP/USP­

Koperasi peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a;

b. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan

pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana yang tidak

memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b.

(4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang

dilakukan oleh pengurus dan atau pe11gelola KSP/USP-Koperasi peserta

program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

BABX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 23 

Pembiayaan P3KUM Pola Konvensional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja i-.egara - Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

BABXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal24 

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka:

a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 9/Per/M.KUKMNl/2006
?,

Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan

Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;
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b. Petunjuk Teknis Progam Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur

Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

(KSP/USP-Koperasi) Tahun 2005;

dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Terhadap Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan P3KUM Pola

konvensional sebelum berlakunya peraturan ini, wajib mempedomani

persyaratan dan tatacara yang diatur dalam peraturan ini.

BABXII 

PENUTUP 

Pasal25 

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Pebruari 2007 

24 

Menteri Negara,
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Lampiran 

Pe�aturan Menteri Negara �<operasi dan Usaha 
. Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor: 08/Per/M.KUKM/11/2007 
Tanggal: 12 Pebruari 2007 

Tentang 

Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 

Konvensional 
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LampIran 1 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

1-'eraturan Memeri ,�egara 1<,.operasI mm 
Usaha Kecil dan M_enengah Republik 
Indonesia 
08/Per/M.KUKM/11/2007 
12 Pebruari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan 
Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUiv1) Pola Konvensional 

TATA CARA PENILP.IAN KSP/USP-KOPERASI 
GALON PESERTA PROGRAM:PEMBIAYAAN PRODUKITF KOPERASI DAN 

USAHA MiKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL 

A. Petunjuk Pengisian

1. Kolom 3 (Nilai)

2. Kolom 4 (Bohol)

3. Kolom 5 (Skor)

TAHUN 2007 

Dipilih jawaban yang paling :oesuai dengan 
melingkari salah satu dari jawaban yang 
tersedia (1,2,3.4) 

Menunjukan bobot dari maslng-masing 
unsur yang dinilai, yang diu kur dalam 
bentuk presentase. 

Merupakan Hasil Perkalian dari kolom 3 
(nilai yang dipiiih untuk unsur tertentu) 
dengan kolom 4 (bobot untuk unsur tertentu) 

B. C2ra Perhitungan

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan OrQanisasi_
r<eragaan Usahc1, Kerernilie:an Sarana cian Rencana Penggunaari Dana
Bergulir) memi!iki nilai maksimum.

2. Skor maksimum masing-masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot)
adaiah sebagai berikut :

3. Cara Menghitung Skor :

Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub keiompok unsur yang dinilai)

C. Rekomendasi untuk menjadi Peserta Program
1. Total Skor kurang dari 225, keputusan :

"TIDAK DIREKOMENDASI"
2. Total Skor antara 225 s/d 325, Keputusan :

"DIREKOMENDASI"
3. Total Skor diatas 325 s/d 400, keputusan :

"SANGAT DIREKOMENDASl"

Catalan: 
Apabila dari calon peserta tidak memenuhi skor 225 atau direkomendasi,tmaka calon 
peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (rankin) : 
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I No. 
I 

l 

I 

PERHlTUNGAN PENILAlAN KSP/USP-KOl-'t::KA::SI t-'t:::>t:K I A t-'Jr-.u1v1 
POLA KONVEt�SlONAL TAHUN 2007 

Unsur yang Dinilai Nilai Bobot 
Skor 

(3 X 4) -·------ ---·-

2 3 4 5 

KELEMBAGAAN (20 %) 
1. Usia Lembaaa 5 

a. 1 tahun 1 
b. > 1 s/d 3 tahun 2 
c. ::- 3 s/d 6 t:::hun 3 
d. > 6 tahun ,,: 4 

2. Jumlah anaaofa vanq aktif mempunyai 5 
Usahs r,roduktif: • ••; ,

d
� 1 

a. 25-50 oranq 2 
�-- _____ b. > 50 s/d 75 orang 3 

[ ___ c. > 75. s/d 100 orang 4
L..--___ ---- --

d. > 100 oranq

3. Janqkauan Pelavanan 5 
a. P1ovinsi 4 
b. Kabupaten 3 
c. Kecamat;:rn ,., 

d. Desa 1 

4. Presentase anqqota yana terlayani ( jumlah 5 
.A.naaota dilavani : total anaaota) 1 
a. 60% - - 2 
b. > 60% s/d 70% 3 
C. > 70% s/d 80% 4

--- -

d. > 80%

II KELEMBAGAAN ORGANISASI (10%)
1. Aturan Tertulis, AD/ART 5 

a. Ada Materai 4 
b. Ada Tidak Bermaterai 3 
C. TidakADA , 2 

·t 

2. Tertil:i .A.dministrasi (Keuanaan) 5 
a. Tertib 4 
b. Tidak Tertib 3 

' 
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�� 

-

Unsur yang Dinilai 

Ill KERAGAAN USAHA (40%) 
1. Jumlah Modal Sendiri vanq dimiliki

a. sampai deni:ian 25 Juta
b. >25 s/rl 40 Juta
C. >40 s/d 60 Juta
,l >60 Jutau.

2. Ratio Modal Sendiri (:) Modal Luar
a. >150 %
b. >100% s/d 150%
C. >75% s/d 100%
d. <75%

3. Turn Over (Volume Penjulan (:)MS(+) ML)
a. >2 Kali
b. >1,5 s/d 2 kali
c. > 1 s/d 1,5 kali
d. < 1 kali

IV KEPEMILIKAN USAHA (15%) 
 1. Status Kepemilikan Kantor

a. Milik Sendiri
b. Sewa/Kontrak

2. Kelenqkapan sarana kantor (Komouter,
Barankas, lemari arsip dan calkulaor) 
a. Leni:ikap
b. Kuranq Leni:ikap

3. Sarana transportasi (sepeda motor)
a. Ada
b. Tidak Ada-

V RENCANA PENGGUNAAN DANA 
BERGULIR (15%) 
1. Rencana penaaunaan untuk modal keria

a. 100%
b. > 95 s/d 99%
C. > 90 s/d 95%
d. <90% , 

2. Rata - rata lama pengembalian pinjaman
dari anaaota

a. 3 Bulan
b. > 3 s/d 6 Bulan
C. > 6 s/d 12 Bulan
d. > 12 Bulan

Nilai 

1 
2 
3 
4 

4 

2 
1 

4 
3 
2 

4 
3 

4 
3 

� 
3 

4 
3 
2 
1 

4 

3 
2 
1 

Bobot 
Skor 

10 

10 

20 

5 

5 

5 

5 

,; 
'·\ 

5 

1    2 3 4 (3X4)
5
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I 
::SKor 

.,No. Unsur yang Diniiai Nilai Bobot 
(3x4) 

1 2 3 4 5 ·, 

' 
3. Rfincana penambahan annnota dalam 1 th 5 

a. > 90 Orana 4 
' b. > 60 s/d 90 oranq 3 

c. > 30 s/d 60 orana 2 
d. > 30 omnq 1 



KE
MEN

KO
P-

UK
M

Lampiran 2 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

Peraturan Memen 1\leyc11c:1 l"\ViJe1c::1�1 ud11 u�o,,a ,,,,� ....... 
dan Menengah Republi� Indonesia 
08/Per/M. KU KM/II/2007 
12 Pebruari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi Dan Usaha Mikro {P3KUM ) Pola 
Konvensional 

CCNTOH .OENETAPAN NAMA•NAMA J<SP/USP.KOPERASI PESERT4 P3.''.�i>A 

POLA KONVEN/SONAL YANG USULKAN PEMERINTAH KABUPATENIKOTA 

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

KEPUTUSAN 
BUPATI/WALIKOTP.!KEPALA DINAS/BADAN ......... KABUPATEN/KO"iA ........................ . 

NOMOR : ........... ; .............................. . 

TENTANG 

PENETAPAN NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI 
YANG O:l.!SULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI 

DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL 
HASIL SELEKSI TAHUN 2007 

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN ......... KAi:ii.JPATEN/KOTA ........................ . 

Menimbang: 

Mengingat 

a. bahvva calam rangka memberikan kemudahan untuk memperkokoh
perr.::::dalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan
koperz:si, perlu mengembangkon program perkuatan permodalan
koperasi untc:k pengentasan i(emiskinan dc>n per!t•asan kesempatan
kerja;

b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan
kemiskinan dar. perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan
secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif
i<operasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;

c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir
sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikeluarkan Peraturar: Menteri
Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program
Pembiayaan Produktif Kope,asi dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola
Konvensional.

1. Undang-Undaflg Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun HJ92 Nomor: 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);

2. Undang-Unda;;g Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor: 74, Tambahan
Lembaran Negar8 Nomor: 3611);
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Memperhatikan 

j. 

4. 

5. 

6. 

?. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Undang-undang f\1omor -, t I anw I Luu.J lt::I nc:1118 '"c:ua, •�o•, , �,.,� .... , ...... 

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor: 4286); 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor: 4355): 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional 
(Lembaran N:,gara RI Tahun 2004 nomor: 104, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor: 4421): 
Peraturc?n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 
tentang PelaKsanaan Kegiatan Usaha Simoan Pinjam oler, Koperasi 
(Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor .19 : Tambahan Lembaran 
Negara Namer: 3591); 
Pera,uran Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 
tentang Pembinaan dan Pengembar.gan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara RI Tahun 1998 Nomor :. 46, Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor: 3743): 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Fc,-,gelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor: 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4502): 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 T2hun 2004 
Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 
Tentang Pedomah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara; 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Alas Peratur;:;:"1 Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 
lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentc:�g Pak<St K-=bijakan 
Perbaikan lklim lnvestasi. 
Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kccil dan Menengah 
Republik lndone:;:;:; Norn or 194/KEP/M/iX/1998 tentang Petuniuk 
Pelaksanaan Pern!aian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam \Jan Unit 
Simpan Pinjam. .·· 
Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil da.n Menengah 
Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/Xll/1998 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oieh Koperasi. 
Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 
2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluas1 Kinerja Dana Bergulir 
Dari Hasil Pengurangan Sub:;:di BBM Terarah. 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil; 
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor : 19.4/Per/M.KUKMNl ll/2006 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, 
Kecil Dan Menengah 

1. 

3 

Surat Dinas Koperasi & UKM Provinsi/DI .............. , Nomor 
................... . tanggal ..................... Perlhal 
............................................................... TA 2007. 
Serita Acara Hasil Seleksi Peserta P3KUM Pola 
Konvensional TA 2007 Nomor ............ , tanggal ...... , Bulan 
......... , Tahun ......... . 
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KEDUA 

KETIGA 

Tembusan Yth: 
1. Gubernur Provinsi/01

MEMUTUSKAN 

Nama-nama KSP/USP-Koperasi yang diusulkan sebagai Peserta 
P3KUM Pola Konvension2l Tahun 2007 dari Kabupaten/Kota ..... 
adalah sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini. 

Terhadap KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Pertama telah dilakukan seleksi dan memperoleh skor sebagairnam.' 
terdapat pada kolom 5 lampiran keputusan ini. 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

·· · · · · ······ ··· ·········· ····•

, 
, 

Ditetapkan di 
pada tangqal 2007 

Bupati/ Walikota cq. Kepala Dinas ........ . 
l<abupaten/Kota ....... . 

( 

Menetapkan

PERTAMA
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Lampiran 

Nomor 
Tanggal 
Tent31ng 

Keputusan Bupati/Walikota cq. Kepa1a uinas,t:laaan l\.auu�lt::111r\.u1c:1 

..... ./Kep/ .......... ./ ........ ./2007 

Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 
Koperasi yang diusulkan Sebagai Peserta Program 
PembiayaanProduktif KopP.rasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Konvensional Hasil Seleksi Tahun 2007 

DAFTAR NAMA·N/\i\,iA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPt,N PINJAM KOPERASI YANG 
DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAANPRODUKTIF KOPERASI DAN 

USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL 
HASIL SELEKSI TAHUN 2007 

NO. 
KAB./KOTA NOMOR DAN TGL. 

ALAMAT 
NILAI 

NAMA KOPERASI SADAN HUKUM SKOR 

1 2 3 
I 

4 5 I 

I KAB/KOTA 

·•·····•·················

1. Koperasi ........ .. 

2. Kope;asi ... ....... 

3. Koperasi .......... 

4 ....................... 

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas /Sadan ....... . 
Kc1bupaten/Kota ....... . 

( ) 
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Lampiran 3 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

Peraturan Menten Negaru Koperas1 oan u�d• 1d 1',c\.,11 

dan Menengah Republik Indonesia 
08/Per/M.KUKM/II/2007 
12 Pebruari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pernbiayaan Produktif 
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola 
Konvensional 

CONTOH PERMOHONA/1 PENCAIPAN DANA PROC,RAM PEMBIAYAAN PRODUI\TIF KOPERA$/ 
DAN USAHA MIKRO IP3KUM) POLA KOIIVENSIONAL 

KSP/USP-KOPERASI .................... ....... . 
NOMOR BADAN HUKUM .......... , TANGGAL BADAN HUKUM ............... . 

ALAMAT ................................ . 

Nomor 
Per:hal Permohonan Pencairan Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan 

Usaha Mikro {P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007 

Kepada Yth. 
Kuas;c; Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM 
Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Oeputi Bidang Pembiayaan 
di-

Jal<arta 

'.)engan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
/KEP/M.KUKM/ i2007, tanggal ................... !entang Penetapan Nama-nama KSf-'/USP-

Koperasi sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola 
Konvensional Tahun 2007, de:1gan ini kami alas nama: 
1. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Koperasi
KTP Nomor
Alamat
Diangkat Berdasarka11 Keputusan RAT Nomor

2. Nama
Jabatan pada KSP/Usp Kop
KTPNomor
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor

: ................ , tanggal.., Bulan ... , 
Tahun ............... . 

• •  i•• •• • •• •• 

: ................ , tanggal.., Bulan ... , 
Tahun ............... . 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon pencairan dana P3KUM Pola 
�·, Konvensional TA 2007 dimaksud agar ditransfer ke rekening kami Nomor 

................................. alas nama ...................... ...... Pad;; 3ank .............. ......... . 

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami 
ucapkan terimakasih. 

KSP/USP-Kop . ........ . 
..................•............... 2007 

(materai. cap/tanda tangan) 

Ketua Ber.dahara 

Bupati/Walikota cq. Kepaia Dinas/Badan ....... . 
Kabupa!en/Kota ....................... . 

NIP: ......... ........... ...... . 
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Lampiran 4 t-'efcilUf di I l\11i;;;;11lc;11 1 ,,._.�._.,.... , �...,,......,, ._....,, ...., ...... 

dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 08/Per/M.KUKM/11/2007 
Tanggal 12 Pebruari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM 

Konvensional 

CONrGH BER/TA AGAR.'. 
PENAF<IKAN OAN:. PROGRAM PcMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERA$/ DAN USAHA M!KRO /P3KU.M.1 

POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007 

KSP/USP-KOPERASI ........................... . 
NOMOR BADAN HUKUM ........... , TANGGAL BADAN HUKUM ............... . 

ALAMAT ................................ . 

BERITA ACARA 

) Pola 

PENARIKAN DANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO 
(P3KUM) POLA KO�NENSIONAL 

TAHUN 2007

Pada hari ini ........ , tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempat di ........... , kami

;·;;ng oerto;·,datangan di bawah ini: 

1. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alam2t

Diangkat Berdasarkan RAT Nomor: ................ , tanggal ....... ,Bulan ...... , Tahun ............... . 

2. Nama

Jabatan pada l)SP/Usp-Kop

KTPNomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan RAT Nomor: ................ , t.:;ngga! ....... , Bulan ...... , Tahun ............... . 

Telah menerima Dana Program Pembiayaan Produktif Kope,asi dan Usaha Mikro (P3KUM; 

Pola Konvensional Tahun 2007 berl!pa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

yang telah ditransfer ke dalam rekening KSP/USP-Kop ......... pada Bank ............................ Nomor 

Rekening ............................... dan tel2h siap melaksanakan kegiatan prrgram, dengan ini diketahui 
, 

' 

f, oleh: 

Nama 

NIP 

Jabatan : Kepala Din as Koperasi Kabupa!en/Kota ..... . 

• Diangkat Berdasarkan
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Dengan' telah diterimanya Dana P3KUM ini, maKa pengurus l'.;:,r'1u;:,.---"'ul-'"'1c''" 

, . , .·.·.�.,: ... _ ...... .l.. bertanggungjawab sepenuhnya alas pen�gunaan dana tersebut sesuai Peraturan 
M!"rlter1 NegJra Koperasi d�n Usaha Kecil dan Menengah Nomor : /Per/M.KUKM/ /2007 
ianggal ...... !... ........... tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan 
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konveniscnal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

DemiKian Berita Acara ini rlibuat secara bertr1nggung jawab. 

PENGURUS KSPiUSP-Kop ............................................... . 

Ketua Benda hara 

Mengetahui 

Bupati/Walikota cq. Kepaia Dinas/Badan ........ 
Ka bu paten/Kola ....................... . 

NIP: .......................... . 

\ 
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Sudah diterima dari 

Banyaknya Uang 
Untuk Pembayaran 

Rp. 100.000.000,­
(Seratus Juta Rupiah) 

Lampiran 5 t--"eraturan Meme11 ,�t:yd1d f"\u._ic:1a�• uo11 . ...,..,u, .... '" ........ 

dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 08/Per/M.KUKM/11/200{ 
Tanggal 12 Pebruari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Konvensional 

CONTOH K'.VITANSf 

KWiT-6.NSI 

Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta. 
Rp. 100.000.uOO,- (c3eratus Juta Rupiah). 
Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha 
Mikro (P3KUM) Pola Konvensiomil Tahun 2007 untuk 
KSP/USP-Koperasi ........ , Nomor Sadan Hukum ....... , Alamat 

Kabupaten/Ko[a 
berdasarkan berita 

acara penarikan dana yang di tandatangani pac.ia tanggal 
............. sesuai Keputusan Menteri Negara i<operasi dan UKM 
Nomor: /Kep/M.KUKM/ /2007, tanggal .................. tentang 
Penetapan Nama-nam� KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta 
Program Pembiayaan Produktif Kopcrasi dan Usaha Mikro 
Tahun 2007. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • \ • • 

PENGURUS KSP/l,JSP-Kop ......................................... .. 

(materai, cap/tanda tangan) 

Ketua Bendahara 

Mengetahui, 

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ....... . 

Kai.Jupaten/Kota ....................... . 

NIP: .......................................... . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7
8 
9 
10 
11 
,,, 
,� 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Ketua 

Larnµu c:111 o 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

. rt:! dlUI .dll IVIVI IU.;..11 • :,,,�....,,..,. , ,....,t'...,' ..,....,, �-·. 

Kecil dan Menengah.Republik Indonesia 
: 08/Per/M.KUKM/11/2007 

12. ?ebruari 2007
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional

CONTC>H RENCA.�A PENYALU.'IAN DANA P3KU!,I 

POLA KCNVENSIONAL TAHUN 2007 

KSP/USP-KOPERASi ............................ . 
NOMOR BADAN HUKUM ........... , TANGGAL BADAN HUKUM ............... . 

NRma 

Jumlah 

ALAMJI.T .................... , ........... . 

RENCANA PENYALURAN DANA P3KUM 
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007 

Alamat Sesuai KTP Bidang Usaha 

Pengurus KSP/USP-Koperasi .. � ........ . 

Rencana 
Piniaman /Rnl 

.. .. 

Bendahara 
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Lampiran 7 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

Peraturan Menten Negara Koperr1.sI aan usc111c1 
Kecil dan 11/1.enengah Republik Indonesia 
08/Per/M.KUKM/II/2007 
12 Pebruari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Konvensional 

CONTOH SURAT PERNYATMN KEPALA 01."IAS PELAKSANAAN P3KUM POLA KONVENSIONAL TAHUN 7007

PEMERINTAH K.A8UPATEN/KOTA CQ. DINAS ------------­
KABUPATEN/KOTA ------------------

SURAT PERNYATAAN 

Pada hari ini --------, tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempat di___ ...... S;aya 

yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Kepala Dinas Kabupaten/Kota _____ .. 

Diangkat Berdasarkan Keputusan _______ Nomor ----------, tanggal ....... , Bulan ...... , Tahun 

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebaga: :<epala Dinas .... Kabupaten/Kota ...... 

dengar ini menyatakan bertanggung jawab alas pelaksanaan program dan hasil seleksi koperasi 

peserta Program Pembiayaan Prouur<':f Kopera:;: dan Usaha Mikro Pola Konvensional Tahun 2007 

terhadap .... KSP/USP-kope1asi dengan rincian sebagai berikut: 

1. Nama koperasi
Nomor/Tgl/BH
Alamat

Nama 
Jabatan pada KSP/U$p-Kop 

KTP Nomor 
Alamat 
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....... , tanggal ....... ,Bulan ...... , 

Tahun ----------------

2. Nama koperasi
Nomor/Tgl/BH
Alamat

Nama 
Jabatan pada KSP/Usp-Kop 
KTP Nomor 
Alamat 
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....... , tanggal ....... ,Bulan ...... , 

Tahun ----------------
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, , Demikian pernyataan i, ii dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipP.rgun?.kan 
I

Tembusan Yth: 
1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sesmeneg Koperasi dan UKM; 
3. Depc?ti Bldang Pembieyaan 

. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .  , 

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .............. .
Kabupaten/Kota ..... 

meterai 

( .. .-..................................... ) 

4. Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/01 ............... . 

3. dst

sebagaimana mestinya
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Lcm1µ11011 o rt:I dlU\ Cll I IVIV1 nv11 1 �,,_.�._.•.,. , ,..,t"'..,' ... .., • ..,.,., . 

dan Menengah Republik Indonesia 
08/Per/M.KUKM/1I/2007 
12 1-'ebruari 2007 

Nomor 
Tanggal 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Konvensional 

CONTOH SURAT PERNYATMN BERTANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI 

DALAM PENGELOLAAN DANA BERGUUR PJKUM POLA KONVENSIONAL 2007 

_- KSP/USP-KOPERASI ........................... . 
NOMOR SADAN HUKUM ........... , TANGGAL SADAN HUKUM ................ 

ALAMAT ................................ . 

SURAT PERNYATAAN 

rada hari ini ........ , tanggai ....... , Bulan ........ , Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempal di ........... , saya 
yang bertandatangan di bawah ini: 

Narr.a 

Jabatan pada KSP/Usp-Kop 
KTP Nomor 
Alamal 
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....... , ta��g��·:::::::.�.

ul�� ...... ,

Dalam hal ini bert:ndak sebagai ............ KSP/USP-Kop ......... , Noma, Bac!an Hukurn .......... , 
alamat ........ dengan ini menyatakan bert,;nggung jawab alas penggunaan �ana bergulir Program 

· Pembiayc,,;n Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Konvensional Tahun 2007 sesuai dengan
renc3na penggunaan dana untuk disalurkan kepada usaha . mikro anggota koperasi dan
bertanggung jawab alas pengembalian dana dimaksud sesuai dengan keteniuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengelahui 
Bupali/Walikola Cll. Kepala Oinas/Badan ....... . 
Kabupaten/Kota ............................. . 

( ....................................... ) 

T embusan Yth: 
1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;·
2. Sesmeneg Koperasi dan UKM;
3. Deputi Bidang Pembiayaan
4. Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;

Pengurus Keperasi.. ...... . 
Ketua. 

malerai 

( . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .......... ) 

5. Dinas/Badan yang membidangi Koper8si dan UKM Propinsi/DI ............... . 
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LC.,'I 1..,11 GIi I .:, 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

dan Menengah Republik Indonesia 
08/Per/M.KUKM/II/2007 
12 Pebruari 2007 
Petunjuk Tcknis Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUMj Pola 
Konvensional 

SURAT PERNYATAAN D/AUDIT 

KSP/USP-KOPERASI ........................... . 
NOMOR SADAN HUKUM ............ TANGGAL SADAN HUKUM ............... . 

ALAMAT ............................... . 

SURAT PERNYATAAN 

Pada hari ini ........ , tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempat di ........... , saya 
yang bertandatangan d1 bawah ini: 

Nama 
Jabatan pada KSP/Usp-Kop 
KTP Nomor 
Alamat 
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....... , ta9����·:·

.:
·
.
·
.:
· 
.. 8.�I�� ...... ,

Dalam hal ini be!"linda!-: sc:bag2i ............ KSP/USP-Kop ......... , Nomor Sadan Hukum .......... , 
alamat ........ peserta program berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor : ... ./Kep/M.KUKM/ .. ./2007 Tentang Penetapan Nama-Nama K,SP/USP­
Koper;;si Peserta Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha mikro (P3KUM) Pola Konvensional 
Tahun 2007, dengan ini menyatakan bersedia untuk diaudit oleh KJAI 2tau Akuntan Publik yang 
ditunjuk. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Mengetahui 
BupatiN✓alikota cq. Kepala Dinas/Badan ....... . 
Kabupaten/Kota ............................. . 

( ............................ ; : . . . . . ... )

Tembusan Yth: 

Pengurus Keperasi.. ...... . 
Ketua, 

materai 

( ....................................... ) 

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;Sesmeneg Koperasi 
dan UKM;

2. 'Jeputi Bidang Pembiayaan
3. Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membid;;ngi Koperasi dan UKM Propinsi/DI ............... . 



KE
MEN

KO
P-

UK
M1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Lampiran 1U 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

: r'eraturan IVl8rli....:!I I l'H:.:ydl d r\.UjJ;.;i d::>I ua1 I \JJCII IU 

Kecil dan ivlenengah,Republik Indonesia 
: 08/Per/M.KUKM/11/2007 

12 Pebruari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Konvensional 

CONTOH PROFIL KSPIUSP·KOPE.R.1Si 

KSP/USP-KOPERI\SI ........................... . 
NOMOR BAOAN HUKUM ........... , TANGGAL BADAN HUKUM ............... . 

ALAMAT .............................. , .. 

PROFiL KSP/USP-KOPERASI SEBAGAI CAL.ON PENERIMA 
PROGRAM PEMBIAYAAN PRUOUKTIF KUiv1 

Profll Umum 

a. Nama Koperasi
b. Tanggal berdiri
c. No. J'.!-:!a pendirian
d. No & Tgl Sadan Hukum

e. Alamat Lengkap

f. Kecamatan
g. Kabupaten/Kota
h. Prcvinsi

Susunan Pengurus 
a. Ketua
b. Ketua Harian
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Manajer

Kegiatan Usaha 
a. lzin Usaha Nomor
b. NPWP Nomor

Susunan Pengawas 
a. Ketua
b. Anggota
c. Anggota

Jumlah Anggota 

Jumlah Simpanan anggota 
a. Simpanan pokok
b. Simpanan wajib
c. Simpanan sukarela
Jumlah Modal Sendiri

POLA KONVENSIONAL 
TAHUN 2007 

orang 

: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 

(Tgl/Bln/Thn) 

(JI, Des::!, No. Tip) 
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8., Jumlah modal luar 

11. Jumlah karyawan
· 12. Jumlah asset

13. Volume usaha per tahun
14. Pemilikan kantor
,5. Jumlah DB yang diterima

: Rp. 

: Kp. 

: Rp. 
orang 

orang 
: Rp. 

: (Milik Sendiri/Sewa) 
: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) 

..................... ············ ···································· 

PENGURUS KSP/USP-Kop ......................................... .. 

-----------) 

Ke,ua 

Mengetahui
1 

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ........ 
Kabupaten/Kota ...................... .. 

�JIP: .......................................... . 

9. Jumlah Simpanan
10. Jumlah anggota yang dilayani
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Lampiran 

Nomor 
Tanggal 
Tantang 

·1·1 t-'8falUfcifl IVlt::l llt::I I 1 "11,;;;;�01 u ! ,v�v• u__,, ...,....,, , 

Kacil dan Menengah Republik Indonesia 
08/Per/M.KUKM/II12007 
12 Pebruari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Konvensional 

f2ONTOH SU/iA T KUASA 

KSP/USP-KOPERASI ........................... . 
NOMOR BADAN.HUKUM ........... , TANGGAL BADAN HUKUM ............... . 

ALAMAT ................................ . 

SURAT KUASA 

Pada hari ini ........ , tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempat di ........... , kami 

yang bertandata,-,gan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan rada KSP/Uso-Kop 

KTP Norr.;:;; 

;..:�mat 

Dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama KSP/USP-i<op ........ , Nomor Badan Hukum ......... , 
Alamat .............. sebagai pemiiik rekening penampungan dana bergulir nomor .......... dan rekening 
cadangan pembinaan nomor ......... yang terdapat pada Bank ...... dengan ini memberi kuasa 

kepada: 

Nama 

Jabatan 

Diangkat Berdasarkan Keputusan 

Alamat 

(Bank Pelaksana) 

Nomor .......... , tanggal ....... , Bulan ...... , Tahun 
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. , U"lt;.Jk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan sebagai berikut :
' • 

1. Mencairkan Dana Bergulir Baru yang berada pada rekening pengembalian dana bergulir dan
mengalihkan kepada koperasi lain apabila pemberi kuasa tidak memenuhi syarat sebagai
peserta program yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah atau rejabat yang ditunjuk.

2. Mengalihkan dana yang terdapat pada rekening penampur.;;c1n dana ber�ulir nomor ....... 
kepada koperasi yang lain berdasarkan Keputusan Me11teri Negara Koperasi dan Usaha Keci! 
dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk. 

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Yang memberi kuasa 

(materai) 

( ....................................... ) 

Yang menerima kuasa 

( ....................................... ) 
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Lampiran 1L 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

Peraturan Meme_n Negc:Uct l'\.Uµt::,d::il UOII U::>dllc:I 1'-'C,1.,11 
dan Menengah Republik Indonesia 
08/Per/M.KUKM/II/2007 
12 Pebruari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Konvensional 

CONTOH PERMOHONAN PENCA/RAN DANA PROGRAM PEMBIAYMN PkOOUKT/F KOPERA$/ 

DAN USAHA M/KRO /P3KUMJ POLA KONVENS/ONAL TAHUN t.007 

KSP/USP-KOPERASI ........................... . 
NOMOR BADAN HUKUM ........... , TANGGAL BADA_N HUKUM ............... . 

Ai.AMAT ................................ . 

Nomor 

Perihal 

........................ , 

Permohonan Pencairan Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan 
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007 

Kepada Yth. 
Bank ........ . 

di -

Dengan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara KopP.rasi dan Urnha l<.c;cil dan Menengah Nomor 
/KEP/:'1.KUKM/ /2007, tanggal ................... tentang 0enetapan Nama-nama KSP/USP-

Koperasi sebagai Peserta Program Pembiayaan Prodt..�tif Koperasi dan Usaha Mikrn Pola 
Konvensional Tahun 2007, dengan ini kami alas name> : 
1. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop
KTP Nomor
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....... , tanggal ....... , BLilan ...... , 

2. Nama
Jabatan pada KSP/Usp-Kop
KTP Nomor
Alamat

Tahun ............... . 

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....... , ianggal ....... ,Bulan ...... , 
Tahun ...... ........ . 

Sehubungan dengan hal tersebut •diatas, maka kami mohon agar dana P3KUM Pola 
Konvensional TA 2007 alas nama KSP/USP-Koperasi ..... dengan rekening Nomor :.Pada Bank 

dapat dicairkan. 
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uemtK1an permonona11 lnJ Kami sampa1Kan agar merlJdUI lllcH\IUIII, CHO" l,JGIIIOUOIIIIJCJ .n.u,, .. 

licapka.n terimakasih .

KSP/USP-Kop. 
··································2007

(materai, cap/ta11da tangan) 

Ketua Benda hara 
Mengetahui, 

Bup2ti/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ..... . 
Kabupaten/Kota ........................ . 

NIP · .......................... . 
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Lampiran 13 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

: Peraturan fv'lenten Negara t\.oµern�1 □ an u�d11d r,,.ei...,11 
dan Menengah Republik Indonesia 

: 08/Per/M.KUKM/II/2007 
12 Pebruari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 

Konvensional 

PEMERINTAH PRO\iINSI/DI CQ. DINAS ............................ . 

PROVINS!/ DI ...................... . 

CONTOH BER/TA AC4P4 
HAS/L VERIF/KASI USl.l:..AN NAMA•N<M.� KO?ERASI SIMPAN PINJAMIUNIT SIMPAN P/NJ,1M.KOPERASI PESERTA PROGRAM 

PEMBIAYA4N PROOUKTIF DAN USM/A 11.IKRO /P3KUM) 
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007 DARI PEMERINTAH KABUPATEN!KOTA 

BERlfA ACARA 

HASIL VERIFIKASI NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/ 
•' 

LINIT SIM PAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN 

PROD!JKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KUM) 

POLA KONVENSIONAL 

PROVINS! .............. . 

TAHUN 2007 

NOMOR: 

Pada hari ini ........ , tanggal ....... , Bulan ....... ,, Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempat di 

....... , Kami Pemerintah Provinsi cq, Dinas .... provinsi ...... yang terdiri da;i : 

NIP 

Jabatan 

Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor: ...... ,tanggal .. , .... , Bulan ...... , 

2. Nama

NIP

Jabotan

Tc1hun .............. .. 

Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor: ...... ,tanggal.. ..... , Bulan ...... , 

Tahun ............... . 

Telah melakukan verifikasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap ...... ( ...... ) 

KSP/USP-Kop yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas .... .. 

Kabupaten/Kota ........ diwilayah Provinsi/DI.. .... , berdasarkan syarat yang ditetapkan 
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d.ijlam P.eratu.ran Menteri Negara Koperasi dan UKM I\JOmor : .... /l--'errrn:!r11 ..... / ...•. uai: 

j merietapkan bahwa KSP/:JSP-Koperasi yang dinilai memenuhi syarat adalah sebanyak .....
' 

-

_ ( ...... ) KSP/USP-Koperasi sebagaimana terlampir pada Serita Acara ini. 

Demikian Serita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab . 

. . . • • • • . ••• ·••• .••• • • •• . . . ·• ••• •• ••.I • • • •.. . . . .  • . .•.• . .  • • .••••.. ·• • • •• ••• 

Pemerintah Provinsi/DI ................................................ : 

NIP ........ . NIP ....... .. 
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Lampiran 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

Berita Acara Hasil Verifikasi Nama-Nama Koperas, ::;,mpan r-In1am,ur111 
Simpan Prnjam-Koperas, Peserta Program Pembiayaan Produktif Dan 
Usaha Mikro (P3KUM) Po'� Konvensional Tahun 2007 
..... ./BAV/ .......... ./ ........ ./2007 

Hasil Verifikasi Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi Hasil Seleksi Sebagai Peserta Program Pembiayaan 
Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional 
Tahun 2007 

DAFT AR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAiVI / UNIT SIMPAN PINJAM 
KOPERASI t-lASIL SELEKSI SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN 

PRODUKTIF KOPERJ\SI DAN USAHA M!KRO (P3KUM) 
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007 

�:_J _�'.'
;

�
s

;;�
;

�l\Sl_
j N�:i:NnHAUNK��

L

--
:
�· --

ALP.MAT i NILA.! DB 

I 
----

KAB/KOTA 

I 1. Koperasi ........ ..
2. Koperns1 .... . . . .. . 

3. Koperasi . . ..... .. . 

4 . ...................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •.••••••I • • • • • • • • • • • • • • • 

Pemerintuh r'rovinsiiDI ............................. .. 

( ) 
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA CQ. DINAS ..... '. ...................... . 
KABUPATEN/KOTA ...................... . 

CONTOH BER/TA ACARA 
i/ASIL SELEKSI NAMA-NAMA KOi'ERASI Sl�:PAN PINJAM!UNIT S/MPAN PiNJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM 

PEMBIAYAAN PRODUKT/F DAN USAHA MIKRO (PJKUMI 
POLA KONVEl'l:JONAL TAHUN 2007 

SERITA ACARA 

HASIL SELEKSI NAMA-NAMA KOPERASI SIM PAN PINJAM/ 

UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN 

PRODUKTIF DAN USAHA l\1IKRO (P3KUM) 

POLA KONVENSIONAL 

TAHUN 2007 

NOMOR : ................................ . 

r'ada ilari ini ........ , tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempat di 

....... , Kami Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas ....... Kabupaten/KuLd ...... yang terdiri 

dari: 

1. Nama

NIP

JABATAN

Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor: ...... ,tanggal. ...... , Bulan ...... , 

'2. Nama 

NIP 

JABATAN 

Tahun ............... . 

Diangkat Berdasarkan Keputusan ·-·· Nomor: ...... ,tanggal. ...... , Bulan ...... , 

Tahun ············-··· 

Telah melakukan seleksi terhadap .:.... ( ...... ) KSP/USP-Kop yang akan diusulkan 

Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas ...... Kabupaten/Kota.............. yang dinilc1i 

memenuhi syarat sebagai Peserta P3KUM Pola Konvensional Tahun 2007 kepada 

Pemerintah ProvinsijDI.. ................... , sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini. 
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Bupatii Walikota cq. Kepaia Dinas/Badan ......... . 

Kabupaten/Kota ....................... . 

NIP: .......................... . 

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.
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NO. 

I 

Lamp,ran 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

�enta Acara Has11 ::se1eKs1 Nama-Nama K_operas1 :::,1mpan r'lnJam,unn 
Simpan Pinjam-:<operasi Peserta Program Pembiayaan Produktif Dan 
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007 
...•. ./BAV/ .......... ./ ........ ./2007 

Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 
Hasil Seleksi Sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007 

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM 
KOPERASI HASIL SELEKSI SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN 

PRODUKTIF KOPERASI DA USAHA MIKRO (P3KUM) 
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007 

KAB./KOTA NOMOR DAN TGL. 
ALAMAT NILAISKOR 

NAMA KOPERASI BADAN HUKUM 

KAB/KOTA 

......................... 

1. Koperasi .......... 

2. Koperasi .......... 

3. Koperasi ....... .. 

4 .......................

. .  

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ......... . 

Kabupaten/Kota ....................... . 

( ) 




